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Skripsi ini adalah hasil penelitian library research untuk menjawab 
pertanyaan tentang bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
mekanisme checks and balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tinjauan fiqh siya>sah terhadap fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam mekanisme checks and balances pascaamandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan 
dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik 
deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menguraikan data-data 
mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam pascaamandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian data-data 
tersebut dianalis dengan memperhatikan mekanisme checks and balances berserta 
tinjauan fiqh siya>sah dustu>ri>yah. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi 
legislasi diperkuat dengan adanya penegasan kewenangan DPR sebagai 
pembentuk undang-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-undang 
tersebut, fungsi anggaran DPR lebih kuat dibanding DPD. Adapun fungsi 
pengawasan dipertegas dengan adanya hak angket, hak interpelasi dan hak 
menyatakan pendapat. Fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances 
merujuk pada prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munka>r, dimana 
adanya saling mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada keburukan untuk 
kemaslahatan umat. Serupa dengan lembaga parlemen dalam al-sult}ah al-
tashri>’i>yah (kekuasaan legislasi), fungsi DPR serupa dengan beberapa fungsi 
lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai lembaga pembuat undang-undang serta 
mengawasi kebijakan penguasa dan melakukan musyawarah. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan apa yang diharapkan 
negara dalam memberikan kewenangan suatu lembaga negara sesuai dengan 
mekanisme checks and balances, terutama pada fungsi DPR dalam menjalankan 
tugas dan kewenangannya. Namun yang patut diperhatikan ialah pelaksanaan 
dari fungsi DPR sendiri yang masih belum optimal dikarenakan banyaknya 
faktor, seperti  kualitas sumber daya manusia serta kedudukan lembaga negara 
yang turut terlibat dalam pelaksanaan fungsi DPR ataupun fasilitas yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara berdemokrasi konstitusional terdiri dari tiga 
cabang kekuasaan yakni, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif 
dengan berdasarkan pada mekanisme checks and balances guna mewujudkan 
kekuasaan yang dibatasi konstitusi dan berimbang dalam setiap 
pelaksanaannya.  
Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah 
usulan mengenai mekanisme checks and balances dalam sistem politik serta 
ketatanegaraan. Usulan ini penting artinya karena selama kedua era orde, 
yakni Orde Lama dan Orde Baru sebelumnya tidak ada suatu mekanisme 
checks and balances. Seperti halnya pada pembuatan undang-undang 
misalnya, seluhnya didominasi oleh eksekutif, baik proses inisiatifnya 
maupun pengesahannya. Selama era orde baru, tidak pernah ada rancangan 
undang-undang datang dari inisiatif DPR. Bahkan rancangan undang-undang 
yang semula berasal dari Presiden juga pernah ditolak untuk disahkan oleh 
Presiden sendiri setelah disetujui oleh DPR melalui pembahasan bersama 
pemerintah selama tidak kurang dari delapan bulan. Lembaga eksekutif yang 
mendominasi dalam membuat, melaksanakan maupun memberikan tafsir 
pada undang-undang, sehingga menjadi kuat didalam sistem politik yang 







































Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 terjadi perubahan yang menganut doktrin pada pemisahan 
kekuasaan. Dasar pemikiran yang melatar-belakangi dilakukannya perubahan 
Undang-Undang Dasar  Tahun 1945 antara lain sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membentuk struktur. 
ketatanegaraan pada kekuasaan tertinggi oleh MPR sebagai pelaksana 
kedaulatan rakyat sepenuhnya. Hal ini menyebabkan ketidak-adanya 
saling mengawasi serta saling mengimbangi (checks and balances) pada 
beberapa institusi ketatanegaraan; 
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberi kekuasaan besar kepada 
kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut oleh Undang-
Undang Dasar Negara Tahun 1945 adalah bentuk dominasi eksekutif 
(executive heavy) bahwa, Presiden mendominasi kekuasaan. Presiden 
menjalankan pemerintahan (chief executive) dengan memiliki hak 
prerogatif  (sebagaimana memberi grasi, amnesti, abolisi serta 
rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan 
membentuk undang-undang. Hal itu tertulis jelas dalam Penjelasan 
Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen yang berbunyi 
Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah 
MPR. Kedua cabang kekuasaan negara yang harusnya dipisah serta 
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 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 
67-68. 



































dijalankan pula oleh lembaga negara yang berbeda namun, berada pada 
Presiden yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi 
dan mengimbangi (checks and balances) dan berpotensi mendorong 
lahirnya kekuasaan yang otoriter; 
3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat beberapa pasal yang luwes 
dan mampu menimbulkan perbedaan tafsiran (multitafsir); 
4. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terlalu banyak memberikan 
kewenangan kepada kekuasaan Presiden dalam pengaturan pada 
berbagai hal penting dengan adanya undang-undang. Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden turut memegang 
kekuasaan legislatif sehingga Presiden. Maka, menyebabkan pengaturan 
mengenai MPR, DPR, BPK maupun MA, Hak Asasi Manusia serta 
pemerintah daerah disusun oleh Presiden ketika mengajukan rancangan 
undang-undang kepada DPR; 
5. Rumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai semangat 
penyelenggara negara belum mencukupi dalam ketentuan konstitusi 
yang mencantumkan aturan dasar mengenai supremasi hukum, 
kehidupan yang demokratis, penghormatan hak asasi manusia, 
pemberdayaan rakyat hingga otonomi daerah. Hal itu membuka 
kesempatan begi perkembangan praktik penyelenggara negara yang 
bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 



































antara lain tidak adanya saling checks and balances antar lembaga 
negara serta kekuasaan terpusat kepada Presiden.
2
  
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga yang 
demokratis, efektif dan akuntabel. Demokrasi Indonesia dikenal dengan 
demokrasi konstitusional yaitu pemerintahan yang kekuasaan politik dan 
kekuasaan pemerintah dibatasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemisahan kekuasaan sebagaimana 
konstitusi Indonesia adalah implementasi konsep negara hukum demokratis 
berprinsip checks and balances yaitu adanya perimbangan kekuasaan diatara 
cabang kekuasaan yakni masing-masing kekuasaan dapat diawasi oleh 
kekuasaan lainnya atau saling mengawasi dan mengimbangi, sebagaimana 
lazim terjadi pada sistem pemerintahan otoriter dalam praktik 
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyalahgunaan wewenang.   
DPR sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya memiliki tiga fungsi dalam pasal 20A Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa,
3
 
“(0) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, 
selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar 
ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket 
dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-
pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, 
menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. (4) Ketentuan 
lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyar dan hak anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.” 
                                                 
2
 MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Dan Ketetapan MPR RI (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2018), 9-12. 
3
 Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 




































Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPR memiliki tiga 
fungsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diantaranya fungsi 
legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Ketiga fungsi DPR ini 
dilaksanakan bertumpu pada mekanisme checks and balances kepada 
beberapa lembaga negara lainnya.   
Fungsi legislasi DPR sebagai perwujudan selaku lembaga pemegang 
kekuasaan membentuk undang-undang, meskipun begitu Presiden tetap 
mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 
Tetapi khusus mengenai rancangan undang-undang terkait anggaran 
pendapatan serta belanja negara, hanya Presidenlah yang mempunyai 
kekuasaan untuk melakukan pengajuan rancangannya.
4
 Hal ini bertumpu 
pada mekanisme checks and balances sebagai pemberian kewenangan yang 
sama dan berimbang kepada DPR dan Presiden. 
Selain itu, beberapa hak mutlak (prerogatif) Presiden yang tercantum 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
setelah perubahan telah terjadi sedikit pengurangan yan dilihat dari adanya 
                                                 
4
 Abdul Ghoffar, Perbandingan.Kekuasaan Presiden.Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 
dengan Delapan Negara Maju (Jakarta: Kencana, 2009), 100. 







































Terkait dengan fungsi DPR selanjutnya adalah sebagaimana dalam 
ketentuan pasal 20A ayat (1) menegaskan salah satu fungsi DPR adalah 
fungsi anggaran yang menurut pasal 23 ayat (2) peran DPR adalah 
melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang telah Presiden ajukan. Dari rumusan 
pasal-pasal tersebut juga diperoleh tiga hal pokok, yaitu Presiden merupakan 
satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan rancangan APBN, DPR 
merupakan lembaga parlemen yang membahas rancangan APBN tersebut 
dengan pertimbangan DPD, rancangan APBN tidak boleh tanpa persetujuan 
DPR. Apabila DPR tidak menyetujui, maka pemerintah menjalankan APBN 
tahun lalu. Mekanisme tersebut menempatkan DPR pada posisi yang kuat 
dalam pembahasan rancangan APBN.
6
   
Melihat konteks fungsi anggaran atau hak budget, Jimly Asshiddiqie 
menyebutkan bahwa fungsi anggaran masuk kedalam fungsi legislasi dan 
fungsi pengawasan, karena fungsi anggaran sendiri selalu dituangkan 
kedalam bentuk undang-undang dan pelaksanaannya haruslah mendapatkan 
pengawasan oleh lembaga parlemen pula.
7
 
Hakikatnya fungsi utama parlemen adalah fungsi pengawasan dan 
fungsi legislasi. Fungsi tambahan yang terkait erat dengan kedua fungsi 




 Mei Susanto, Hak Budget Parlemen di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 4. 
7
 Ibid., 13. 



































tersebut adalah fungsi anggaran (budgetting). Pelaksanaan kedua fungsi 
utama dibidang pengawasan dan legislasi menjadikan kedudukan DPR 
menjadi sangat kuat. Instrumen yang digunakan oleh DPR untuk 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya kinerja pemerintahan 
secara efektif adalah hak budget, hak interpelasi, hak angket serta hak-hak 
lainnya yang dicantumkan dalam UUD NRI 1945. Menilik bahwa DPD 
masih ditempatkan pada posisi yang lemah karena hanya memberikan 
pertimbangan ketika pembahasan rancangan undang-undang APBN. 
Selain kedua fungsi tersebut, DPR memiliki fungsi pengawasan yang 
sebagai pertanda adanya mekanisme checks and balances dalam sistem 
ketatanegaraan di Indonesia serta diselenggarakan melalui pengawasan 
terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Pengawasan untuk kinerja 
Presiden merupakan bentuk dari pengawasan antara lembaga legislatif 
terhadap eksekutif. Sebagaimana tertuang pada pasal 7A Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya adalah bahwa, 
Presiden maupun Wakil Presiden juga dapat  diberhentikan pula oleh MPR 
atas usulan DPR jika terbukti telah melanggar hukum, sehingga tidak 
memenuhi syarat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Pendapat/usul 
DPR inilah adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR. Dalam hukum 
ketatanegaraan, istilah pengawasan merujuk pada kegiatan yang 



































dimaksudkan untuk menjamin keterlaksanaanya penyelenggara negara oleh 
berbagai lembaga negara sesuai dengan pengaturan yang berlaku.
8
 
Fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang 
diberikan kepada legislatif. Pengaturan fungsi pengawasan lebih lanjut 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya terkait dengan pengawasan DPR dengan menggunakan 
kewenangan yang dimilikinya dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan tentang berbagai tugas DPR, 
yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak 
maupun kewajibannya dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket dan hak 
menyatakan pendapat. 
Dalam konsep Hukum Tata Negara Islam, pembahasan mengenai 
masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat 
adalah siya>sah dustu>ri>yah dimana dapat dikatakan sebagai bagian dari fiqh 
siya>sah. Dalam siya>sah dustu>ri>yah terdapat kekuasaan (al-sult}ah) dalam 
negara Islam, Abdul Kadir Audah membaginya menjadi lima bagian, yaitu: 
1) al-sult}ah al-tanfi>d}hi>yah (kekuasaan penyelenggara undang-undang), 2) al-
sult}ah al-tashri>’i>yah (kekuasaan pembuat undang-undang), 3) al-sult}ah al-
qad}a>’i>yah (kekuasaan kehakiman), 4) al-sult}ah al-ma>li>yah (kekuasaan 
                                                 
8
 Sri Soemantri, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun kembali 
ke Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 285. 







































Istilah ahl al-h}all wa al-‘aqd (Dewan Perwakilan Rakyat atau ahl al-
ikhtiya>r) mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli fiqh setelah masa 
Rasulullah saw. Para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-
perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka dan mempunyai 
hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya yang 
terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat 
menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ahl al-h}all wa al-‘aqd 
dan jelas menunjukkan bahwa merupakan lembaga legislatif.
10
 
Tugas ahl al-h}all wa al-‘aqd tidak hanya bermusyawarah dalam 
perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang 
berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari 
dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam 
memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka mencakup 
melaksanakan peran pengawasan maupun mengimbangi atas kewenangan 
legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat 
terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah dari tindakan 
pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.   
Sebagai sumber ajaran Islam, al-Qur’an dan sunnah tidak menatur 
secara eksplisit bagaimana Islam harus dijalankan oleh negara. Islam hanya 
                                                 
9
 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam Buku Perkuliahan S-1 Jurusan Siyasah 
Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
2012), 29. 
10
 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2005), 79. 



































mengatur prinsip-prinsip umum saja. Suyuthi J. Pulungan mengemukakan 
sebelas prinsip dalam kenegaraan Islam yang digariskan al-Qur’an. Prinsip 
tersebut adalah prinsip kedudukan manusia diatas bumi, prinsip kekuasaan 
sebagai amanah, prinsip penegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip 
kepatuhan kepada pemimpin, prinsip persaudaraan dan persatuan, prinsip 
perdamaian, prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy> ‘an al-munka>r, prinsip 
profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan 
pemerintahan serta prinsip penegakkan hak asasi manusia.
11
 
Dalam erat kaitannya prinsip checks and balances tersebut, maka salah 
satu prinsip yang menyerupai adalah prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy> 
‘an al-munka>r. Hal ini Islam mengajarkan agar umatnya selalu saling 
menasihati dan melakukan pengawasan atas kekuasaan agar kebaikan selalu 
terpelihara dalam kehidupan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam al-
Qur’an bahwa:   
 َلِإ َنوُع  َدي ٌةَُّمأ  مُك نِم  نُكَت لَو ُِ َك ن َُ  لا ِنَع َن و ََ  ـنَـيَو ِفوُُ  ْ ََ  لِاِ َنوُُُم ْ َيَو ِ ْ  َْ ا   ۚ  ُمُه َكِئ
ََٰلُوأَو
 َنوُحِل  فَُ  لا                             
“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah yang 
munkar. Dan mereka itulah orang ang beruntung”. (Q.S ali-Imran (3): 
104). 
 
Berdasarkan rumusan masalah ini maka penulis melakukan analisis 
dengan judul “Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Fungsi DPR dalam 
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 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Radar Jaya 
Pratama, 2001), 204-207. 



































Mekanisme Checks and Balances Pascaamandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 0911”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Atas pemaparan terhadap latar belakang masalah penelitian diatas, 
maka untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkenaan 
dengan tinjauan fiqh siya>sah terhadap fungsi DPR dalam mekanisme checks 
and balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 perlu diadakan kajian secara akademis. Penulis akan 
membatasi permasalahan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances pascaamandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Kedudukan DPR pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Mekanisme checks and balances. 
4. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
5. Lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam 
lingkup fiqh siy>asah.  
6. Tinjauan fiqh siya>sah terhadap fungsi DPR dalam mekanisme checks 
and balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 



































Penulis membatasi pokok permasalahan dalam penelitian ini 
dimaksudkan untuk tetap fokus dan mengarah pada permasalahan yang akan 
dikaji sehingga tidak menyimpang dari pokok pembahasan, yaitu: 
1. Fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances pascaamandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Tinjauan fiqh siya>sah terhadap fungsi DPR dalam mekanisme checks 
and balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut serta identifikasi masalah, maka 
yang akan menjadi rumusan masalah, diantaranya meliputi: 
1. Bagaimana fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ? 
2. Bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap fungsi DPR dalam mekanisme 
checks and balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 



































pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 




1. “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemerintah 
setelah Amandemen UUD 0911”. Skripsi oleh Meigel Rio M. Lombo, 
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Penelitian ini 
menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi badan legislatif dalam 
sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 
setelah amandemen dan menjelaskan mengenai bagaimana upaya 
meningkatkan kinerja DPR terutama dalam melakukan fungsi legislasi 
atau kekuasaan membentuk undang-undang. Penelitian ini lebih 
memfokuskan pada fungsi-fungsi berserta tugas dan kewenangannya 
sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR dan DPRD,
13
 sedangkan dalam 
skripsi ini penulis membahas tinjauan fiqh siya>sah terhadap fungsi DPR 
dalam mekanisme checks and balances pascaamandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. “Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat 
dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances”. 
Jurnal oleh Titik Triwulan Tutik, Fakultas Syariah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini 
membahas mengenai kedudukan DPD dan DPR yang setara sebagai 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: 
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 8. 
13
 Meigel Rio M. Lombo, “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemerintah 
setelah Amandemen UUD 1945” (Skripsi--Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2016). 



































lembaga perwakilan rakyat serta fungsi DPR sebagaimana DPR, namun 
terbatas sehingga menempatkan posisi DPD menjadi lemah dengan 
memperhatikan sistem bikameral yang dianut di Indonesia,
14
 sedangkan 
dalam skripsi ini penulis membahas tinjauan fiqh siya>sah terhadap 
fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances pascaamandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. “Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan 
Rakyat di Indonesia (Studi terhadap Usulan Perubahan kelima UUD 
NRI tahun 0911)”. Jurnal oleh Syofyan Hadi, Fakultas Hukum 
Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. Penelitian ini membahas 
struktur dan kewenangan lembaga perwakilan rakyat secara keseluruhan 
yakni, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah. Namun apabila ditinjau pada fungsi yang 
setara maka lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua kamar 
(bicameral), yakni DPR dan DPD. Disamping itu juga menjelaskan 
terkait usulan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 pada struktur dan kewenangan lembaga 
perwakilan rakyat. Dalam pendapatnya dari usulan perubahan tersebut 
diwujudkan dengan mereposisi kedudukan dan kewenangan DPD, 
                                                 
14
 Titik Triwulan Tutik, “Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat 
dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances”  (Jurnal--Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012). 



































sehingga memiliki fungsi dan kewenangan yang setara dengan DPR,
15
 
sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tinjauan fiqh siya>sah 
terhadap fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
4. “Amandemen UUD NRI tahun 0911 Menghasilkan Sistem Checks and 
Balances Lembaga Negara”. Jurnal ini ditulis oleh Taufiqurrohman 
Syah, Fakultas Hukum UI Jakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa 
UUD NRI tahun 1945 dan perubahan-perubahannya itu telah mengatur 
mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang berimbang. Penelitian 
ini lebih memfokuskan kedudukan dan kewenangan lembaga negara 
hasil amandemen pada mekanisme checks and balances serta tinjauan 
beberapa ketentuan hukum baru dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen seperti reposisi 
MPR, kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan Presiden dan 
kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,
16
 
sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tinjauan fiqh siya>sah 
terhadap fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
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 Syofyan Hadi, “Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di 
Indonesia (Studi terhadap Usulan Perubahan kelima UUD NRI tahun 0911” (Jurnal--Universitas 
Tujuh Belas Agustus Surabaya, Surabaya, 2013). 
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 Taufiqurrohman Syah, “Amandemen UUD NRI tahun 0911 Menghasilkan Sistem Checks and 
Balances Lembaga Negara” (Jurnal--UI Jakarta, 2009). 



































5. “Konsep Shu>ra> dalam Pandangan Fiqh Siya>sah”. Jurnal ini ditulis oleh 
Moh. Zahid, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Pamekasan, Madura. Penelitian ini membahas bahwa adanya ketentuan 
al-Qur’an tentang shu>ra> sebagai prinsip hukum dan politik untuk umat 
manusia dalam menyelesaikan permasalahan oleh ahl al-h}alli wa al-
‘aqdi. Serta membahas mengenai adanya perbedaan shu>ra> dan demokrasi 
yang meliputi penetapan keputusan, medan tanggung jawab dan 
pengangkatan pimpinan,
17
 sedangkan dalam skripsi ini, penulis 
membahas tinjauan fiqh siya>sah terhadap fungsi DPR dalam mekanisme 
checks and balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang dipaparkan diatas, 
bahwa adanya perubahan tugas dan kewenangan dalam setiap lembaga 
negara, tidak hanya lembaga legislasi saja, sehingga untuk mewujudkan 
checks and balances, maka fungsi DPR dipertegas kembali untuk 
menghindari intervensi kekuasaan eksekutif.  
Akan tetapi, pembahasan yang membedakan dengan penelitian-
penelitian lain yaitu bahwa penelitian ini mengarah pada bagaimana analisis 
ketiga fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances serta meninjau 
menggunakan fiqh siya>sah. 
 
 
                                                 
17
 Moh. Zahid, “Konsep Shu>ra> dalam Pandangan Fiqh Siya>sah” (Jurnal--Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Pamekasan, 2009). 



































E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian memuat rumusan tentang tujuan yang akan dicapai 
oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Rumusan tujuan 




1. Mengetahui fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
2. Mengetahui tinjauan fiqh siya>sah terhadap fungsi DPR dalam 
mekanisme checks and balances DPR pascaamandemen Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa kegunaan baik 
ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya. 
1. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis, penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh Siya>sah 
terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mekanisme Checks 
and Balances Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mampu memperluas wawasan peneliti dan 
pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat untuk pengembangan 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis..., 8. 



































ilmu pengetahuan dan teknologi pada ilmu-ilmu hukum, terutama 
Hukum Tata Negara. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna 
untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai 
acuan oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait dengan 
fungsi DPR. 
 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang 
bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa 
dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut 
melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap suatu 




Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap 
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mekanisme Checks and Balances 
Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
0911”. Penulis perlu adanya menjelaskan terkait pengertian judul tersebut 
dikarenakan supaya tidak terjadi perbedaan pendefinisian dalam memahami 
judul skripsi. Penjelasan dipaparkan sebagai berikut: 
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1. Fiqh Siya>sah 
Definisi fiqh siya>sah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah 
pengelolaan permasalahan umum bagi negara bernuansa Islam yang 
menjamin terealisasinya kemalahatan dan terhindar dari 
kemudharatan.
20
 Fiqh siya>sah dustu>ri>yah adalah siya>sah yang berkaitan 
dengan peraturan mendasar mengenai bentuk pemerintahan termasuk 
batasan kekuasaan yang lazim dalam melaksanakan urusan umat, cara 
pemilihan kepala negara dan ketetapan yang hak dan wajib oleh individu 
dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
21
 Maka 
dalam hal ini, fiqh siya>sah dalam penelitian adalah fiqh siya>sah 
dustu>ri>yah yang membahas mengenai lembaga yang memiliki 
kewenangan membentuk undang-undang. 
2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
DPR sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya memiliki tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018  tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa, 
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi DPR ini dilaksanakan dalam 
rangka untuk representasi rakyat dan untuk memberikan dukungan 
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 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5. 
21
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upaya pemerintah pula dalam pelaksanaan politik luar negeri 
sebagaimana dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Maka 
dari itu, dalam penelitian ini menjelaskan ada atau tidaknya mekanisme 
checks and balances terhadap fungsi DPR dengan lembaga negara yang 
turut menyertai dalam pelaksanaanya. 
3. Mekanisme Checks and Balances 
Pendapat Miriam Budiarjo bahwa ajaran mengenai checks and 
balances system ialah sistem pengawasan dan keseimbangan diantara 
beberapa lembaga-lembaga negara yang mengandaikan adanya suatu 
kesetaraan serta saling mengawasi masing-masing lembaga, sehingga 
tidak akan ada lembaga yang lebih powerfull dari yang lain.
22
 Maka dari 
itu, mekanisme checks and balances dalam penelitian ini adalah 
memperhatikan hubungan DPR dengan lembaga negara lain dalam 
menjalankan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang mengaturnya. 
4. Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945. 
Dalam pemaknaan “pascaamandemen”, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) mengartikan “telah” adalah sudah (untuk menyatakan 
perbuatan, keadaan dan sebagainya, yang sempurna, lampau atau 
selesai). “Pasca” adalah sesudah. Sedangkan “amandemen” diartikan hal 
(keadaan) berubah, peralihan, pertukaran. Sehingga bisa ditarik 
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 Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila: 
Kumpulan Karangan Prof. Miriam Budiarjo (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 227. 



































kesimpulan “pascaamandemen” bisa dimaknai “sesudah berubah”.23 
Maka dari itu, pascaamandemen ini membahas mengenai naskah asli 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
naskah setelah amandemen, yaitu amandemen keempat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pada umumnya, penulis membahas mengenai tinjauan fiqh siya>sah 
terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme checks and 
balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencari, 
menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penulisan untuk 
memperoleh kembali pemecahan terhadap penelitian sehingga data dapat 
diperoleh dan dibahas. Metode penelitian memuat uraian tentang data yang 
dikumpulkan yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam 
rumusan masalah.
24
 Penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan 
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis data melalui 
metode penelitian pustaka. Berikut adalah tahapan-tahapan metode 
penelitian pustaka: 
1. Data yang Dikumpulkan 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. 
2. Sumber Data, sumber data berisi tentang uraian darimana data diperoleh 
berdasarkan karakteristik dan klasifikasi yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini.
25
 Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Sumber data primer, yaitu berupa bahan-bahan data yang mengikat 
dan bersifat resmi serta terdiri dari berbagai ketentuan pengaturan 
perundang-undangan, meliputi: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. 
b. Sumber data sekunder, sumber yang mencantumkan beberapa 
literatur maupun buku-buku ilmu hukum yang memiliki keterkaitan 
dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh informasi untuk 
menunjang sumber data primer, meliputi: 
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 King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi (Bandung: Penerbit Nusa Penida, 2017), 
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1) Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara (Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2013); 
2) MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR 
RI (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2018); 
3) Sri Soemantri, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan 
Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 
1945 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1998); 
4) Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia 
Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju 
(Jakarta: Kencana, 2009); 
5) Mei Susanto, Hak Budget Parlemen di Indonesia (Jakarta: Sinar 
Grafika Offset, 2013); 
6) Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam Buku 
Perkuliahan S-1 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN 
Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2012); 
7) Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, 2005); 
8) Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin 
Politik Islam (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001); 



































9) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 
2018); 
10) Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN 
Sunan Ampel Press, 2014); 
11) Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia Demokrasi 
Parlementer dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan Karangan 
Prof. Miriam Budiarjo (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1994); 
12) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 
2008); 
13) King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi (Bandung: 
Penerbit Nusa Media, 2017). 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menguraikan metode-metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan teknik 
dokumentasi yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 
melakukan telaah dokumen, arsip hingga beberapa referensi lain yang 
relevan. Selain itu, juga digunakan teknik library research yaitu 
merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, 
merangkum, menelaah maupun mencatat secara kepustakaan berbagai 
hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Suatu bentuk kajian informasi 
dalam bentuk tulisan menyangkut hukum dari bermacam sumber 







































4. Teknik Analisis Data 
Merupakan data yang diperlukan dan terkumpul selanjutnya diuji 
dengan menggunakan statistik untuk dapat menarik simpulan dari data 
tersebut. Teknik analisis data dengan cara menganalisis berbagai data 
yang telah dikumpulkan penulis, dalam hal ini terkait data fungsi DPR 
dalam mekanisme checks and balances pascaamandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meninjau 
dalam fiqh siya>sah. 
Teknik deskriptif analisis dengan menggunakan metode deduktif 
yaitu membahas dari berbagai hal yang umum kemudian dianalis hingga 
sampai dengan hal-hal khusus
27
 digunakan oleh penulis untuk 
menghimpun berbagai data maupun menyusun fakta-fakta sedemikian 
rupa sehingga diperoleh suatu simpulan/pemahaman secara keseluruhan 
serta mendetail dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 
dirumuskan.   
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sebelum menuju pembahasan secara terperinci dari bab ke bab, ada 
baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan 
yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), 165. 
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pembaca untuk mengetahui materi yang ada di dalamnya secara integral. 
Dalam memaparkan skripsi ini maka, penulis menyampaikan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, berisikan bab pendahuluan dari pembahasan skripsi 
yang berisi garis besar penilitian yang ditempuh dalam penelitian ini latar 
belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II Landasan Teori, memuat beberapa landasan teori terkait 
penelitian yang dirumuskan. Dalam hal ini, akan dijelaskan berdasarkan 
definisi fiqh siya>sah serta kedudukan dan fungsi ahl al-h}all wa al-‘aqd. 
Bab III, Hasil Penelitian mengenai kedudukan dan fungsi DPR   
berdasar pada pascaamandemen serta praamandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Bab IV, Analisis Data terhadap fungsi DPR dalam mekanisme checks 
and balances pada pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
meninjau fiqih siyasah dusturiyah. 



































Bab V, Penutup ialah bab penutup yang mengemukakan kesimpulan 
dari pembahasan penelitian secara keseluruhan yang merupakan jawaban dari 





























































TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI AHL AL-
H{ALL WA AL-‘AQD  DALAM FIQH SIYA>SAH 
 
A. Definisi Fiqh Siya>sah   
Pengertian Hukum Tata Negara Islam atau fiqh siya>sah masing-masing 
dijelaskan dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis, fiqh adalah 
keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara 
atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan 
perbuatan.
1
 Sedangkan menurut ulama-ulama syara secara terminologis, fiqh 
adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara 
mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil 
(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-
dasarnya, al-Qur’an dan sunnah).2 
Pada siya>sah berasal dari kata sa>sa yang berarti mengurus, mengatur 
dan memerintah dan dapat juga berarti pemerintahan dan politik atau 
pembuat kebijaksanaan.
3
 Dalam bahasa Arab secara etimologi, al-siya>sah 
berarti melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan.
4
 Adapun 
secara terminologinya, para sarjana hukum Islam menggunakan kata al-
siya>sah pada karya-karya meraka dalam beberapa makna sebagaimana 
mengungkapkan bahwa al-siya>sah ialah sesuatu yang dilakukan oleh 
                                                 
1
 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 1994), 21.  
2
 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4. 
3
 Ibid., 5. 
4
Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat 
Pemilu dan Politik (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 46. 



































pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan 
mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari masfadat, kendati tidak 
terdapat padanya nash-nash syar’i (al-Qur’an dan sunnah), selama ia sejalan 
dengan perwujudan al-maqa>sid al-shari>’ah al-ammah dan tidak bertentangan 
dengan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci.
5
 
Definisi fiqh siya>sah atau siya>sah shar’i>yah menurut Abdul Wahab 
Khallaf adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang 
menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan 
dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang 
umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam 
mujtahid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegertian Hukum Tata 
Negara Islam atau fiqh siya>sah atau siya>sah shar’i>yah adalah ilmu untuk 
mempelajari hal ihwal berserta ruang lingkup pengaturan urusan umat dan 
negara dengan berbagai bentuk hukum, peraturan hingga kebijakan yang 
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan 
syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
6
 
Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup fiqh siya>sah, maka dalam 
tahap perkembangan dewasa ini dikenal adanya beberapa lingkupan 
diantaranya fiqh dustu>ri>yah, fiqh ma>li>yah, fiqh dauli>yah dan fiqh h}arbi>yah.7 
Sedangkan Al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahka>m al-Sult}a>niyah membahas 
bidang fiqh siya>sah yang terdiri dari:  
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 Ibid., 48. 
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 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara..., 6. 
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1. Siya>sah dustu>ri>yah (siya>sah perudang-undangan),  
2. Siya>sah ma>li>yah (siya>sah keuangan),  
3. Siya>sah qad}a>’i >yah (siyas>ah peradilan),  
4. Siya>sah h}arbi>yah (siya>sah peperangan), dan  
5. Siya>sah i>da>ri>yah (siya>sah administrasi).8 
Dalam pembahasan ini, terkait dengan lembaga negara maka 
digunakan fiqh siya>sah dustu>ri>yah. Dustu>ri>yah sendiri berarti undang-undang 
atau peraturan. Maka dari itu, definisi dari fiqh siya>sah dustu>ri>yah adalah 
siya>sah yang berkaitan dengan peraturan dasar mengenai bentuk 
pemerintahan berserta batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan umat, 
cara pemilihan kepala negara dan ketetapan yang hak dan wajib bagi 
individu dan masyarakat hingga hubungan antara penguasa dan rakyat.
9
  




1. Bidang siya>sah tashri>’i >yah yang memuat persoalan ahl al-h}all wa al-‘aqd 
sebagai perwakilan rakyat. Hubungan antara muslim dan non-muslim 
didalam suatu negara, seperti halnya undang-undang dasar, peraturan 
perundang-undanan, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lain 
sebagainya; 
2. Bidang siya>sah tanfi>d}hi>yah yang memuat persoalan imamah, bai’ah, 
wiza>rah, waly> al-ahdi dan lainnya; 
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J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 
2014), 43. 
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 Ibid., 40. 
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 Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007), 48. 



































3. Bidang siya>sah qad}a>’i >yah yang memuat persoalan peradilan; 
4. Bidang siya>sah i>da>ri>yah yang memuat persoalan administratif dan 
kepegawaian. 
Dalam siya>sah dustu>ri>yah terdapat kekuasaan (al-sult}ah) dalam negara 
Islam, Abdul Kadir Audah membaginya menjadi lima bagian, yaitu: 1) sult}ah 
al-tanfi>d}hi>yah (kekuasaan penyelenggara undang-undang), 2) al-sult}}ah al-
tashri>’i >yah (kekuasaan pembuat undang-undang), 3) al-sult}ah al-qad}a>’i >yah 
(kekuasaan kehakiman), 4) al-sult}ah al-ma>li>yah (kekuasaan keuangan), 5) al-
sult}ah muqa>rabah wa taqwi>n (kekuasaan pengawasan masyarakat).11  




1. Lembaga legislatif (al-sult}ah al-tashri>’i >yah), merupakan lembaga yang 
mempunyai fungsi sebagai pembuat undang-undang; 
2. Lembaga eksekutif (al-sult}ah al-tanfi>d}hi>yah), merupakan lembaga negara 
yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana atas undang-undang yang telah 
dibuat oleh al-sult}ah al-tashri>’í>yah; 
3. Lembaga yudikatif (al-sult}ah al-qad}a>’i>yah), merupakan lembaga negara 
sebagai pelaksana fungsi kehakiman. 
Adapun sebuah lembaga yang memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang dalam al-sult}ah al-tashri>’i >yah sebagaimana disebutkan diatas 
adalah lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd. 
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 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam Buku Perkuliahan S-1 Jurusan Siyasah 
Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
2012),  29. 
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B. Kedudukan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd 
Ahl al-h}all wa al-‘aqd atau yang disebut dengan majelis ummat/majelis 
al-shu>ra merupakan majelis yang terdiri dari para individu perwakilan kaum 
Muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi khalifah 
dengan meminta masukan mereka dalam berbagai urusan. Majelis ini juga 
mewakili umat dalam melakukan muha>sabah (koreksi) terhadap khalifah dan 
semua pejabat atau aparatur negara.
13
 
Secara harfiyah, ahl al-h}all wa al-‘aqd berarti orang-orang yang 
mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini 
dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak 
sebagai wakil umat untuk menyuarakan hari nurani mereka. Tugasnya antara 
lain memilih khalifah, imam atau kepala negara secara langsung.
14
 
Muhammad Abduh mengidentikkan ahl al-h}all wa al-‘aqd dengan ul al-amr 
ketika membahas dalam al-Qur’an yang menyatakan:15 
  مُك نِم ُِ  مَ  لْا لُِوأَو َلوُسَُّلا اوُْ يَِطأَو َهَّللا اوُْ يِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا ا ََ ّـَُيأ َاي  ۚ  ُهوُّدُُ َـف ٍء  يَش فِ  مُت عَزاَنَـت  نَِإف
 ُِ ِخ  لْا ِم وَـي لاَو ِهَّللِاِ َنوُنِم  ؤُـت  مُت نُك  نِإ ِلوُسَُّلاَو ِهَّللا َلِإ  ۚ  ًليِو ْ َت ُنَس  حَأَو ٌُ  ـيَخ َكِل ََٰذ  
“Hai orang-orang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”. (Q.S. an-Nisaa’: 019). 
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 M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintah Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 
2014), 119. 
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 Suyuthi J. Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran..., 71. 
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Ia menafsirkan ul al-amr atau ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai kumpulan 
orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh 
mengatakan yang dimaksud ul al-amr adalah golongan ahl al-h}all wa al-‘aqd 
dari kalangan para orang muslim. Diantara ialah para hakim, para ulama, 
para pemimpin militer, para amir hingga semua penguasa dan pemimpin 




Sebagaimana pendapat al-Nawawi dalam Al-Minhaj, ahl al-h}all wa al-
‘aqd adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-
unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan umat.
17
 An-
Naisaburi mengatakan bahwa ahl al-h}all wa al-‘aqd adalah orang-orang yang 
terhormat dan berfikiran luas. Al-Nawawi mengidentikkanya sebagai para 
pemimpin dari tokoh masyarakat.
18
 
Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutnya ahl al-shaukah. Sebagian lagi 
menyebutnya dengan ahl al-shu>ra atau ahl al-ijma’, kemudian pula al-
Baghdadi memberi nama mereka dengan ahl al-ijtihad. Namun semuanya 
mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyaraka yang mewakili 
umat atau rakyat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah 
demi tercapainya kemaslahatan hidup umat.
19
  
Anggota ahl al-h}all wa al-‘aqd ini terdiri dari orang-orang yang berasal 
dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas 
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 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara..., 71. 
19
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menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. 
Al-Mawardi menyebutkan ahl al-h}all wa al-‘aqd dengan ahl al-ikhtiya>r, 
karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Selain itu, dapat 
menjatuhkan kepala negara apabila terbukti tidak menjalankan tugasnya 




Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari mangatakan 
bahwa majelis al-shu>ra yang menghimpun ahl al-shu>ra merupakan sarana 
yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-
masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian 
rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya dan menentukan siapa 
yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan 
umum yang mereka inginkan.
21
 
Menurut bahasa, al-shu>ra memiliki dua pengertian, yaitu 
menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Secara 
istilah, beberapa ulama telah memberikan definisi al-shu>ra sebagaimana Ar 
Raghib al-Ashfahani bahwa al-shu>ra sebagai proses mengemukakan 
pendapat dengan saling merevisi antara peserta al-shu>ra. Oleh Ibnu al-Arabi 
al-Maliki mendefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam 
suatu permasalahan dimana peserta al-shu>ra saling mengeluarkan pendapat 
yang dimiliki. Kemudian pada para pakar fiqh kontemporer telah 
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mendefinisikan al-shu>ra adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam 
suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran.
22
 
Dari paparan definisi tentang al-shu>ra tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa al-shu>ra sebagai proses memaparkan berbagai pendapat 
yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau 
permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdasa dan berakal, agar dapat 
mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan 
yang diharapkan dapat terealisasikan.
23
 
Kemudian majelis al-shu>ra menurut bahasa artinya adalah tempat 
musyawarah, sedangkan menurut istilah merupakan suatu lembaga 
permusyawaratan rakyat. Maka dengan demikian majelis al-shu>ra ialah 
termasuk badan negara dengan tugas memusyawarahkan kepentingan rakyat 
dalam konteks yang saat ini lembaga majelis al-shu>ra atau sebagaimana 
Lembaga Legislatif. Sebagian ulama turut mengidentikan majelis al-shu>ra 
dengan lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd yang anggotanya adalah para alim 
ulama dari kaum cendekiawan yang dipilih dilingkungan internal komunitas 
tersebut. Sebagaimana surah dalam al-Qur’an yang menyatakan:24 
  ُمَلَ َت ِنل ِهَّللا َنِم ٍةَ حَْر ا ََ َِبف  ۚ  َكِل وَح  نِم اوُّضَف ـنَلَ ِب لَق لا َظيِلَغ اًّظَف َت نُك  وَلَو  ۚ   مَُ  ـنَع ُف عَاف
 ُِ  مَ  لْا فِ  مُه رِواَشَو  ُمَلَ  ُِف غَـت  ساَو  ۚ  ِهَّللا ىَلَع  لََّكوَـتَـف َت مَزَع اَذَِإف  ۚ  َيِلَِّكوَـت َُ  لا ُّب
ُِيُ َهَّللا َّنِإ   
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
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ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan 
bermusyawarhlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad,  maka bertawakallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-
Nya”. (Q.S. Ali Imran: 019). 
 
Demikian Allah swt. telah memerintahkan rasulullah saw. untuk 
bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan sebagaimana 
yang dicantumkan dalam surah dalam al-Qur’an: 
 َنوُقِف نُـي  مُهاَن ـقَزَر اَّمَِو  مَُ َـن  ـيَِـ َٰىَروُش  مُهُُ  َمأَو َةَلَّصلا اوُمَاَقأَو  م ِِّبَُِِّل اُوِاَجَت  سا َنيِذَّلاَو 
“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. asy-Syu>ra>: 38). 
 
Dalam Teori Politik Islam dijelaskan bahwa sekelompok orang yang 
dipercaya untuk memilih, membai’at dan menasihati khalifah atau kepala 
negara disebut ahl al-h}all wa al-‘aqd  yaitu “orang-orang yang melepas dan 
mengikat” kemudian muncullah lembaga dalam konsep majelis al-shu>ra.  
Diantara tugas dan fungsi dari majelis al-shu>ra  selain melakukan 
pemilihan, bai’at hingga memberikan nasihat terhadap pemimpin negara 
atau khalifah juga turut merumuskan peraturan perundang-undangan yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at untuk kemaslahatan umat.25 
Lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd mempunyai kedudukan yang sangatlah 
tinggi serta menentukan dalam negara Islam. Hal ini dikarenakan adanya 
perintah didalam ajaran Islam sendiri, sehingga berbagai persoalan yang 
dialami kaum muslim dapat terselesaikan dengan musyawarah. Begitu pula 
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dengan mengikut-sertakan para anggota dikalangan masyarakat dalam 
wadah permusyawaratan yang memberikan ide/pendapat demi penyelesaian 
permasalahan maupun rencana sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
26
 
Dengan demikian, adanya lembaga yang dikenal dengan pembagian 
kekuasaan al-sult}ah al-tashri>’i>yah sebagai kekuasaan legislatif dan 
dibentuknya ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai lembaga legislasi atau parlemen 
dengan mekanisme checks and balances yang disesuaikan dengan al-amr bi 
al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munka>r. 
 
C. Fungsi Ahl al-H}all wa al-‘Aqd 
Sebagai lembaga untuk melaksanakan musyawarah dalam 
ketatanegaraan Islam, untuk mewujudkan kekuasaannya diberikannya 
beberapa tugas dan kewenangan dalam lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd. 
Berikut adalah wewenang yang diklasifikasikan meliputi:
27
 
1. Lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd memberi masukan kepada pemimpin;  
2. Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-
undang kepada majelis atau lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd agar dapat 
pengesahan; 
3. Lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd mempunyai hak mengoreksi dan 
mengawasi; 
4. Lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd mempunyai hak untuk menerima tuntutan 
rakyat; 
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5. Lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd mempunyai hak membatasi jumlah 
kandidat yang akan menjadi pemimpin. 
Dari lima kewenangan diatas, dapat diketahui sebagai berikut:
28
 
1. Lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd memberi masukan kepada pemimpin, 
memberi masukan kepada pemimpin dengan adanya landasan 
terbentuknya musyawarah oleh ahl al-h}all wa al-‘aqd dan pemimpin atau 
pejabat sesuai peraturan perundang-undangan, maka kebijakan yang 
berasal dari ahl al-h}all wa al-‘aqd merupakan sesuatu yang mengikat.  
2. Pemimpin dapat mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-
undang kepada majelis atau lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd. Hal ini hanya 
dilatarbelakangi oleh kesepakatan atau konsensus para sahabat rasulullah 
saw. ketika Khalifah menetapkan suatu ketentuan hukum, karena melihat 
kapasitas potensial yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Sehingga wajar 
jika misalnya Abu Bakar dan Umar sangat memahami esensi dari 
keputusan yang dicetuskannya. 
3. Ahl al-h}all wa al-‘aqd mempunyai hak untuk mengoreksi dan mengontrol 
pemimpin. Islam melarang adanya kekuasaan mutlak seorang pemimpin, 
kekuasaan mutlak hanya milik Allah swt. Oleh karena itu, mengontrol dan 
mengoreksi pemimpin merupakan langkah pengendalian yang efektif 
untuk menghindari pelaksanaan musyawarah. Karena pada hakikatnya, 
penguasa bukanlah memiliki kekuasaan yang diatas prinsip amanah dan 
maslahah artinya dalam aplikasinya ahl al-h}all wa al-‘aqd harus mampu 
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memposisikan statusnya dengan cara yang arif dan bijaksana setiap 
melihat program dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemimpin sesuai 
dengan nilai-nilai kehidupan keagamaan. 
4. Ahl al-h}all wa al-‘aqd mempunyai hak untuk memberikan koreksi dan 
kritik tegas terhadap pejabat negara. Apabila mungkin mengajukan 
pemberhentian terhadap pejabat tersebut. Sebab sejarah yang praktis dan 
sederhana, seperti halnya terhadap Amil Bahrain dan pemberhentian 
Sa’ad dari jabatan wali oleh Umar. Sedangkan jabatan pemimpin adalah 
amanat yang harus dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah swt. dan 
publik. 




1. Ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang 
memiliki kewenangan untuk memilih serta membai’at imam; 
2. Ahl al-h}all wa al-‘aqd memiliki kewenangan untuk mengarahkan 
kehidupan masyarakat kepada yang maslahah; 
3. Ahl al-h}all wa al-‘aqd memiliki kewenangan membuat undang-undang 
yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur 
secara tegas oleh al-Qur’an dan hadits; 
4. Ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai tempat konsultasi imam didalam 
menentukan kebijakaannya; 
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5. Ahl al-h}all wa al-‘aqd melakukan pengawasan terhadap jalannya 
pemerintahan.  
Dari sinilah dapat diketahui bahwa pada kewenangan nomor satu dan 
dua ialah serupa dengan kewenangan yang dimiliki Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, sedangkan pada kewenangan nomor tiga dan lima 
ialah serupa dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. 
Dan untuk kewenangan nomor empat ialah serupa dengan kewenangan 
Dewan Pertimbangan Agung dalam pra-amandemen UUD NRI Tahun 1945. 
Kemudian disamping kewenangan tersebut, lembaga ahl al-h}all wa al-
‘aqd memiliki tugas yaitu: 
1. Memilih dan membaiat pemimpin; 
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat;  
3. Membentuk undang-undang yang mengikat bagi umat secara keseluruhan 
didalam berbagai hal yang tidak diatur dalam al-Qur’an dan sunnah secara 
tegas dan; 
4. Mengawasi jalannya pemerintahan. 
Pada hakikatnya, ahl al-h}all wa al-‘aqd apabila mencermati 
kewenangan serta tugasnya bahwa adalah sebagai penyambung suara rakyat 
secara keseluruhan yang harus didengar dan dipatuhi aspirasi mereka, selama 
tidak bertentangan dengan syari’at. 
Selain daripada tugas dan kewenangan diatas, adanya beberapa prinsip 
dalam melaksanakan tugas dan kewenangan oleh setiap lembaga negara yang 
diatur didalam fiqh siya>sah. J. Suyuthi Pulungan mengemukakan enam belas 







































1. Prinsip kedudukan manusia diatas bumi;  
2. Prinsip manusia sebagai umat yang satu;  
3. Prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan; 
4. Prinsip kepemimpinan;  
5. Prinsip musyawarah; 
6. Prinsip persatuan dan persaudaraan;  
7. Prinsip persamaan;  
8. Prinsip   hubungan antar negara bertetangga; 
9. Prinsip tolong-menolong dan memberikan pembelaan yang lemah; 
10. Prinsip perdamaian dan peperangan/hubungan Internasional; 
11. Prinsip ekonomi dan perdagangan; 
12. Prinsip administrasi dalam perikatan atau muamalah; 
13. Prinsip membela negara;  
14. Prinsip hak-hak asasi;  
15. Prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munka>r; dan 
16. Prinsip dalam menetapkan pejabat atau pelaksana suatu urusan. 
Sesungguhnya aplikasi prinsip-prinsip umum pemerintahan dalam 
Islam merupakan kesesuaian dengan berbagai pendekatan, sehingga 
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pelaksanaan prinsip yang berlaku dapat terus berkembang sesuai kemajuan 
zaman serta seirama dengan perkembangan situasi dan kondisi.
31
  
Dalam erat kaitannya prinsip checks and balances tersebut, maka salah 
satu prinsip yang menyerupai adalah prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy 
‘an al-munka>r.  Hal ini Islam mengajarkan agar umatnya selalu saling 
menasihati dan melakukan pengawasan atas kekuasaan agar kebaikan selalu 
terpelihara dalam kehidupan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam al-
Qur’an bahwa: 
 ُِ َك ن َُ  لا ِنَع َن و ََ  ـنَـيَو ِفوُُ  ْ ََ  لِاِ َنوُُُم ْ َيَو ِ ْ  َْ ا َلِإ َنوُع  َدي ٌةَُّمأ  مُك نِم  نُكَت لَو  ۚ  ُمُه َكِئ
ََٰلُوأَو
 َنوُحِل  فَُ  لا 
“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah yang 
munkar. Dan mereka itulah orang ang beruntung.” (Q.S ali-Imran: 
104). 
 
Sebagaimana jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran dibawah 
naungan al-Qur’an dan Rasul-Nya adalah dengan menjadi umat yang 
menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan 
kewajiban mendorong manusia pada kebaikan dan mencegah kejahatan (al-
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KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPR PRAAMANDEMEN DAN 
PASCAAMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 
 
A. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat  
Lembaga parlemen sebagai wujud dari wakil rakyat yang memiliki 
kewenangan untuk membuat undang-undang serta memberikan pengawasan 
atas kinerja pemerintah. Maka, tipe parlemen serta keterwakilan politik 
adalah berhubungan satu sama lain.
1
 Kata “parlemen” sendiri diambil dari 
bahasa Latin, yaitu “parliamentum” ataupun dalam bahasa Prancis yaitu, 
“parlel”, keduanya dapat diartikan sebagai suatu tempat atau badan tempat 
para wakil rakyat bermusyawarah atau membahas hal penting.
2
 Lembaga 
parlemen ini akan berkembang seiring dengan adanya beberapa 
perkembangan negara demokrasi modern yang muncul sebagai negara bangsa 




Sistem parlemen disetiap negara diatur dalam konstitusinya masing-
masing. Sistem parlemen Indonesia pun juga turut mengalami perubahan 
sering dengan diamandemenkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi (Jakarta: Komisi Hukum Nasional 
RI, 2008), 219. 
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Indonesia Tahun 1945 yang pada mulanya menerapkan sistem parlemen 
unikameral menjadi sistem parlemen bikameral.
4
  
1. Masa Sebelum Kemerdekaan 
Sejarah parlemen Indonesia tidak dapat lepas dari pembentukan 
lembaga dewan rakyat (volksraad) yang disebut-sebut sebagai cikal-
bakal parlemen di Indonesia. Adapun ide pembentukan volksraad telah 
dilansir oleh Ban Heustz pada tahun 1907 yang disebut dengan 
Koloniale Raad atau Dewan Kolonial dan baru pada tahun 1916, ide 
pembentukan dewan rakyat (volksraad) mulai dipersiapkan oleh 
sejumlah partai yang ada pada saat itu dan setelah diperdebatkan di 
Majelis Rendah (Tweede Kamer) Belanda, maka pada tanggal 1 Agustus 




Dewan Rakyat (volksraad) tidak sebagai badan pembentuk undang-
undang, namun hanya bertindak sebagai penasihat.
6
 Volksraad 
difungsikan sebagai penasihat Ratu atas Pemerintahan Hindia Belanda 
di Indonesia. Bagi pemerintah Belanda, Volksraad hanyalah sebagi 
penasihat yang tidak memiliki sifat mengikat dan belum dianggap 
sebagai lembaga legislatif, karena belum mampu melaksanakan tugas 
dalam hal pembuatan undang-undang.
7
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Setelah adanya perubahan Indische Staatregeling 1927, keberadaan 
fungsi Volksraad meningkat dari badan penasehat menjadi badan yang 
turut mengatur undang-undang negeri, sehingga segala bentuk 
ordonantie yang dibuat Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda 
harus mendapatkan permufakatan Volksraad.8 
2. Masa Awal Kemerdekaan 
Pada periode awal kemerdekaan, adanya sebuah Komite Nasional 
Pusat (KNP) yang merupakan parlemen pertama semenjak Indonesia 
merdeka. KNP mulai bekerja pada 29 Agustus 1945 dan berakhir pada 
16 Oktober 1945. Pada persidangan ke-2 KNP tanggal 16 – 17 Oktober 
1945, KNP mengusulkan agar diadakannya perubahan mengenai 
pembagian kekuasaan dalam negara. Sebagai hasil dari usul KNP 
tersebut, maka dikeluarkalah Maklumat Wakil Presiden No. X 
tertanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan usul KNP bahwa sebelum 
terbentuknya MPR dan DPR, KNP diberi penyerahan kekuasaan 
legislatif serta ikut melakukan penetapan garis besar haluan negara dan 
memberikan persetujuan  bahwa adanya KNP berhubungan dengan 
keadaan yang genting dilaksanakan oleh Badan Pekerja yang dipilih 
diatara mereka dan yang bertanggung-jawab pada KNP.
9
 
Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNP) merupakan 
parlemen lanjutan setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. 
X tertanggal 17 Oktober 1945. Dalam periode ini konstitusi yang 
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digunakan tetap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat (RIS).
10
  
Pada masa BP-KNP ini disusun Tata Tertib BP-KNP yang 
menyebutkan 2 (dua) fungsi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 
yaitu fungsi legislasi (Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 13 Peraturan Tata Tertib 
BP-KNP) dan fungsi pengawasan (Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Tata 
Tertib BP-KNP). Sementara itu, pada fungsi anggaran dapat dilihat 
hasilnya berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 mengenai 
aggaran negara penerimaan berasal dari pinjaman nasional dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1946.
11
 
3. Periode Konstitusi RIS 1949 (15 Februari 1950-16 Agustus 1950) 
Kemudian sejak Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 
diberlakukan 27 Desember 1949 berdasarkan Keppres RIS No. 48 Tahun 
1950 tanggal 31 Januari 1950 (Lembaran Negara No. 50-3) jo. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konstitusi RIS 




Untuk mendukung kinerja parlemen, maka dibentuklah Peraturan 
Tata Tertib Senat RIS dalam tata tertib tersebut hanya diatur 2 (dua) 
fungsi yaitu fungsi legislasi (Bab VII) dan fungsi pengawasan (Bab X). 
Sementara itu, fungsi anggaran tetap mengacu pada ketentuan 
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Konstitusi RIS (Pasal 166-170). Dalam tata tertib maupun Konstitusi 
RIS tersebut, ada beberapa hak parlemen sebagai penunjang kinerja 
parlemen diataranya hak untuk membuat rancangan undang-undang, hak 
budget (anggaran), hak melakukan amandemen atas usul inisiatif, hak 
mengajukan mosi, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.
13
 
4. Periode Undang-Undang Dasar-S 1950 (16 Agustus 1950 - 10 Juli 1959) 
Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara (UUD-S 1950) ini 
dibentuk DPR Sementara yang merupakan parlemen yang mewakili 
seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, setelah Pemilihan Umum 1955 
berhasil dilaksanakan yang merupakan pemilu pertama di Indonesia 
untuk memilih 257 anggota DPR dan 514 anggota Konstituante.
14
 
5. Periode Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Era Demokrasi Terpimpin 
Soekarno 
Sejak diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka konstitusi 
yang dipakai adalah UUD tahun 1945 dan parlemen dalam hal ini DPR 
tetap ada yang merupakan lanjutan parlemen sebelumnya berdasarkan 
Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959 dinyatakan bahwa sementara 
DPR belum tersusun menurut UUD Tahun 1945 sebagaimana dimaksud 
Pasal 19 ayat (1), maka DPR yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan 
Umum 1955 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan 
Aggota Konstituante dan Aggota DPR.
15
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Pada periode ini parlemen mempunyai Tata Tertib DPR melalui 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 yang mengatur fungsi 
parlemen diantaranya: (1) fungsi membentuk undang-undang (fungsi 
legislasi) diatur dalam Pasal 16, Pasal 29 sampai Pasal 31, Pasal 35, 
Pasal 41, Pasal 43, Pasal 58 sampai Pasal 60. (2) Fungsi Pengawasan 
(fungsi kontrol) diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, Pasal 33 
dan Pasal 34. (3) Fungsi menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 




Parlemen periode ini seharusnya bekerja sejak 22 Juli 1959 sampai 
dengan 29 Juli 1960, namun ditengah jalan terjadilah perselisihan antara 
pemerintah dengan DPR mengenai Anggaran Belanja Negara tahun 
1960 yang mengakibatkan DPR ini berakhir pada tanggal 24 Juni 1960. 
Dan akibat perselisihan ini, Presiden menghentikan kegiatan parlemen 
melalui Penpres Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pembaruan Susunan DPR 
pada Maret 1960.
17
 Sebagai akibat dibubarkannya DPR melalui Penpres 
Nomor 3 Tahun 1960 tersebut, maka dibentuklah Dewan Perwakilan 
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6. Periode Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Era Orde Baru Soeharto 
DPR-GR era Orde Baru ini berlangsung dari 19 November 1966 
sampai dengan 28 Oktober 1971. Pembentukan DPR-GR periode ini 
ditetapkan dengan UU Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPR 
Sementara dan DPR Gotong Royong Menjelang Pemilu. Parlemen ini 
bekerja dengan sistem status a quo, karena tidak diadakan pergantian 
atau pengisian lowongan bagi anggota DPR-GR yang dinyatakan 
berhenti karena terlibat dalam G30S/PKI.
19
 
Setelah DPR-GR Orde Baru berakhir, maka terbentuklah parlemen 
Indonesia DPR-RI hasil pemilu pada 3 Juli 1971 yang diikuti oleh 9 
partai politik dari Golongan Karya.
20
 Setelah terbentuknya DPR hasil 
pemilu tahun 1971 tersebut, maka MPR melakukan pemilihan Presiden 
pada bulan Maret 1978 dan pada masa itu diangkatlah Jenderal Soeharto 




Selama pemerintahan Orde Baru masih belum terdapat undang-
undang yang terbentuk melalui inisiatif DPR, seluruh inisiatif berasal 
dari eksekutif dan DPR hanya memberikan pengesahan saja. Peran DPR 
periode ini yang paling nampak ialah fungsi pengawasan terhadap 
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eksekutif, sedangkan peran dalam bidang legislasi dan anggaran 
belumlah memperlihatkan hasil yang baik.
22
 
Selanjutnya DPR hasil Pemlihan Umum pada 5 Mei 1997 yang 
diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia 
dan Golongan Karya. DPR RI periode ini juga sekaligus merupakan 
parlemen ketujuh dimasa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada 
mulanya DPR ini direncanakan mempunyai masa 5 tahun sejak 1 
Oktober 1997, namun karena terjadinya peristiwa reformasi 1998 yang 
ditandai dengan tumbangnya masa pemerintahan Presiden Soeharto 
pada 21 Mei 1998. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie 
sejak 21 Mei 1998 hingga 30 September 1999. Dengan demikian pula, 
DPR selaku parlemen Indonesia bekerja sejak tanggal 1 Oktober 1997 
hingga 31 Juli 1999, karena dilaksanakannya percepatan pemilu pada 
tanggal 7 Juli 1999.
23
 
Hingga pada masa ini, proses pembuatan undang-undang berserta 
cara mengundangkannya masih menggunakan peraturan Undang-
Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Penerbitan Lembaran 




Adanya kekosongan pengaturan pengujian (judicial review) 
terhadap undang-undang secara tidak lengsung telah menuntungkan 
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kekuasaan, karena produk perundang-undangan tidak akan ada yang 
mengganggu gugat. Masa Orde Baru ini dimana mayoritas anggota DPR 
adalah berasal dari partai Golongan Rakyat, sehingga segala macam 
RUU disetujui oleh DPR.
25
 
7. Periode UUD 1945 Pascaamandemen 
Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1999 yang 
menghasilkan 425 orang anggota DPR periode 1999-2004 serta diikuti 
oleh 48 partai politik. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati yang 
menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden oleh 
Hamzah Haz yang menggantikan Megawati.
26
 Impeachment oleh 
Presiden Abdurrahman Wahid karena skandal buloggate yang 
membuatnya kehilangan dukungan dari DPR, juga bahwa kabinet hasil 
reshufflenya mengecewakan partai-partai di DPR.
27
 
Pemilihan Umum 2004 ini, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
diselenggarakan secara serentak pada 5 April 2004 untuk melakukan 
pemilihan 550 anggota DPR, 128 anggota DPD sera anggota DPRD  
seluruh Indonesia pada periode 2005 hingg 2009.
28
 
Pada periode ini lahirnya DPD sebagai lembaga parlemen Indonesia 
yang menganut sistem parlemen bikameral. Sistem parlemen tersebut 
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terdiri dari dua kamar yang meliputi DPR sebagai majelis tinggi (upper 
house) dan DPD sebagai majelis rendah (lower house). Tinggi rendehnya 
dalam pengidentifikasian kamar bukanlah merupakan suatu identifikasi 
terhadap hubungan hierarkhi atau kedudukan, namun sebagai ranah 
perwakilan dalam mewakili kelompok tertentu. Sebagai majelis tinggi 
memiliki ranah perwakilan kepentingan kelompok-kelompok fungsional, 




Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada 
masa Orde Baru sebelumnya banyak melanggar konstitusi. Mahkamah 
Konstitusi sudah mendapat permintaan pengujian terhadap kurang lebih 
99 undang-undang yang bertentangan dan tidak memiliki kekuatan 
hukum yang mengikat secara hukum.
30
 
Demikian sejarah terbentuknya DPR, gagasan kedaulatan rakyat dapat 
disalurkan secara langsung maupun scara tidak langsung. Dalam masyarakat 
yang masih sederhana, demokrasi diselenggarakan secara langsung yang 
dipraktikan dimasa Yunani Kuno dalam konsep “city state” atau negara 
kota. Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks 
dan dengan jumlah penduduk yang semakin besar dan wilayahnya sangat 
luas, demokrasi atau kedaulatan rakyat tidak mungkin diselenggarakan 
hanya secara langsung saja. Disamping demokrasi yang bersifat langsung, 
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dibutuhkan juga mekanisme yang bersifat tidak langsung. Untuk itulah umat 




Maka, lahirlah demokrasi perwakilan sebagai pengganti demokrasi 
langsung tersebut dalam perkembangan demokrasi modern. Secara umum, 
lembaga perwakilan ini disebut dengan parlemen, sebuah lembaga khusus 
untuk mengemukakan berbagai kepentingan maupun kehendak rakyat dan 
memunculkan kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam 





B. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat 
Praamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi 
negara dibawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam kedudukannya 
sebagai lembaga tertinggi negara, MPR pemegang kekuasaan negara 
tertinggi (die gezamte staatgewald liegi allein bei der Majelis) karena 
lembaga inilah merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia 
(vertretungsorgaan des willens des staatsvolkes).33  
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Melalui majelis inilah, kekuasaan rakyat tersebut dibagi-bagikan 
secara vertikal kedalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada 
dibawahnya.
34
 Kemudian dibawahnya diikuti kedudukan DPR, Presiden, 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan 
Mahkamah Agung (MA) yang berkedudukan sejajar atau setara.
35
  
Karena itulah prinsip yang dianut sebelumnya disebut sebagai prinsip 
pembagian kekuasaan (distribution of power). Akan tetapi, dalam 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, prinsip kedaulatan rakyat itu dibagikan dengan dilakukan pemisahan 
(separation of power) secara horizontal menjadikan beberapa kekuasaan yang 
dinisbatkan sebagai lembaga-lembaga negara yang setara dan saling 
mengimbangi sesuai mekanisme checks and balances.36 
Seiring dengan diamandemenkannya Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 yang menghendaki adanya checks and 
balances disetiap lembaga negara maupun supaya tidak terjadinya executive 
heavy dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan antara lembaga eksekutif 
dan legislatif hingga menghindari abuse of power. 
Maka susunan atau penataan kekuasaan/lembaga negara menjadi 
berubah yang dikarenakan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi 
negara, tetapi menjadi lembaga tinggi negara saja dan adanya pengakatan 
kedudukan lembaga negara lain. Sehingga kedudukan antara Presiden, MPR, 
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DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, KPU dan Bank Sentral menjadi sejajar atau 
setara.  
Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa DPR merupakan 
lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang 
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
37
 
Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa, “Dewan 
Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 
kedudukan sebagai lembaga negara.”38  
Dengan demikian, DPR sebagai lembaga legislatif (pembuat undang-
undang) merupakan main state organ atau principal state organ dimana 
sebagai lembaga negara yang utama. Dan secara instrumental mencerminkan 
pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (main state 
functions atau principal state functions).39 
 
C. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
Pada praamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat terdiri 
atas empat pasal yakni Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 serta Pasal 22. Setelah 
amandemen, maka Bab tersebut terdiri dari tujuh pasal yaitu, Pasal 19, Pasal 
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20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A dan Pasal 22B. Pada 
amandemen pertama ditahun 1999, diputuskan sebanyak dua pasal yaitu 
Pasal 20 dan Pasal 21, sedangkan pada amandemen kedua ditahun 2000 
diputuskan sebanyak empat pasal, yaitu Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A ayat 
(1), (2), (3) dan ayat (4), Pasal 22A dan Pasal 22B.
40
 
Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 praamandemen sudah menyebutkan mengenai beberapa tentang DPR, 
yaitu pada Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat 
(1) dan (2) dan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945. Pasal 19 menuangkan bahwa,
41
 
“(0) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-
undang. (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 
dalam setahun.” 
  
Selanjutnya pada Pasal 20 bahwa,
42
 
“(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. (2) Jika rancangan undang-undang tidak mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak 
boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat 
masa itu.” 
 
Kemudian pada Pasal 21 bahwa,
43
 
“(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan 
rancangan undang-undang. (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka 
rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan 
Perwakilan Rakyat masa itu.” 
 
                                                 
40
 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI), 129. 
41
 Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 praamandemen. 
42
 Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 praamandemen. 
43
 Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 praamandemen. 







































“(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak 
mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 
dicabut.” 
 
Pada praamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini masih 
belum menyebutkan terkait fungsi DPR, hak DPR dan hak anggota DPR. 
Baru pada amandemen kedua Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan fungsi DPR, hak DPR serta 
hak anggota DPR. 
Selain itu, pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib juga menyebutkan 
tentang Kewenangan DPR pada Pasal 6 dan tugas DPR pada Pasal 7. Tanpa 
adanya perbedaan juga disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
bahwa: 
Dewan Perwakilan Rakyat berwenang:
45
 
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk 
mendapatkan persetujuan bersama; 
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 
terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang 
diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang; 
3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden 
atau DPR; 
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4. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD 
mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
5. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan 
undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; 
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 
disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 
pendidikan dan agama; 
7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan 
perang dan membuat perdamaian dengan negara lain; 
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu 
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan 
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau 
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; 
9. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian 
amnesti dan abolisi; 
10. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat 
duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain; 
11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD; 
12. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 
13. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 
Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 
Presiden; dan 
14. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya 
kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. 
 




1. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program 
legislasi nasional; 
2. Menyusun, membahas dan menyebarluaskan rancangan undang-
undang; 
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3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah; 
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 
APBN, dan kebijakan pemerintah; 
5. Membahas dan menidaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung-jawab keuangan negara yang disampaikan oleh 
BPK; 
6. Memberi persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara 
yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas 
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 
keuangan negara; 
7. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat; dan  
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. 
 
Demikianlah, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai lembaga legislatif atau sebagai pembentuk undang-undang maupun 
pembentuk rancangan anggaran pendapatan belanja dan turut mengawasi 
kebijakan pemerintahan. 
Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengatur fungsi berserta hak lembaga DPR dan hak anggota 
DPR dalam satu pasal, yaitu Pasal 20A dengan empat ayat yang terdiri ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), bahwa:
47
 
1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan. 
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak 
menyatakan pendapat. 
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 
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hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat 
serta hak imunitas. 
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan 
hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-
undang. 
 
Pengaturan ini berupaya agar DPR berjalan dengan optimal sebagai 
lembaga perwakilan rakyat dan juga memperkuat pelaksanaan saling 
mengawasi dan saling mengimbangi DPR. Penegasan fungsi serta hak DPR 
dan hak anggota DPR dalam pengaturan tersebut akan sangat mendukung 
pelaksanaan tugas DPR sehingga dalam hal ini DPR semakin mampu 
menjalankan fungsi sesuai dengan harapan bahkan tuntutan rakyat. 
48
 
Dan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
(1)  DPR mempunyai fungsi:
49
  
a. fungsi legislasi; 
b. fungsi anggaran; dan  
c. fungsi pengawasan. 
(2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi 
rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam 
melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 




(1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang 
kekuasaan membentuk undang-undang.  
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(2) Fungsi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan 
persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN 
yang diajukan oleh Presiden.  
(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang dan APBN. 
 
Fungsi-fungsi tersebut sama seperti yang dicantumkan didalam Pasal 4 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Tata Tertib. Selain hak-hak anggota DPR yang dicantumkan 
dalam kedua pengaturan diatas, dalam Pasal 11 Bagian Ketiga Hak dan 
Kewajiban  Anggota dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, bahwa:
51
 
“Anggota berhak: (a) mengajukan usul rancangan undang-undang; (b) 
mengajukan pertanyaan; (c) menyampaikan usul dan pendapat; (d) 
memilih dan dipilih; (e) membela diri; (f) mendapatkan imunitas; (g) 
mendapatkan protokoler; (h) mendapatkan keuangan dan administratif; 
(i) melakukan pengawasan; (j) mengusulkan dan memperjuangkan 
program pembangunan daerah pemilihan; dan (k) melakukan sosialisasi 
undang-undang.” 
 
Demikianlah mengenai fungsi DPR yang dimilikinya guna menunjang 
dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR, sehingga dapat terlaksana 
dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. 
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ANALISIS FIQH SIYA>SAH TERHADAP FUNGSI DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DALAM MEKANISME CHECKS AND BALANCES 
PASCAAMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 
 
A. Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mekanisme Checks and 
Balances Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga parlemen dalam 
menjalankan kewenangan tentu saja memiliki ranah yang tegas dalam 
menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai yang dicantumkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Batasan ini 
diawali dengan berubahnya sistem pembagian kekuasaan (distribution of 
power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power). Adanya 
mekanisme pengawasan serta pengimbangan (checks and balances) turut 
mendukung pelaksanaan ketiga fungsi DPR yang terdiri dari fungsi legislasi, 
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Mekanisme checks and balances 
dalam penyelenggaraan negara sangat diperlukan untuk saling mengimbangi 
dan saling mengawasi antara cabang kekuasaan satu dengan cabang 
kekuasaan lainnya sesuai dengan pemisahan kekuasaan yang turut dijalankan 
oleh lembaga-lembaga negara yang disusun secara terpisah termasuk pula 
masing-masing kekuasaannya yang terpisah juga.  


































Mekanisme checks and balances dimaksudkan supaya mampu 
mencegah setiap cabang kekuasaan negara melakukan tindak penyelewengan 
atau penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga apabila checks and balances ini 
tidak diterapkan sebagaimana mestinya, lembaga eksekutif bisa saja 
menjalankan kekuasaan sewenangnya, begitu pula dengan lembaga legislatif 
maupun lembaga yudikatif. 
Secara substansial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sudah mengalami beberapa amandemen mendasar sebanyak 
empat kali semenjak tahun 1999 hingga tahun 2002 sebagai amandemen 
keempat. Sehingga mampu mempengaruhi strukur dan mekanisme struktural 
pada organ-organ negara yang merubah posisi peran antar kekuasaan negara. 
Sebelumnya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 praamandemen belum menyebutkan fungsi DPR, 
namun di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah bahwa, “DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan”. 
Selanjutnya pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sudah mencantumkan fungsi DPR dalam Pasal 20A 
ayat (0) bahwa, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan.”  


































Menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan secara lebih luas bahwa 
fungsi DPR dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu (1) fungsi pengaturan 




Sedangkan, oleh Pitkin bahwa DPR memiliki empat fungsi dasar 
sebagai lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi perwakilan, yaitu 
(1) fungsi legislasi, fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan 
aspirasi rakyat menjadi berbagai keputusan politik untuk dilaksanakan oleh 
eksekutif, (2) fungsi pengawasan, fungsi ini berkaitan dengan upaya untuk 
memastikan pelaksanaan keputusan politik supaya tidak menyimpang dari 
tujuan yang ditetapkan, (3) fungsi anggaran, fungsi ini berkaitan dengan 
kemampuan DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas 
yang ditetapkan dan (4) fungsi representasi, fungsi ini dapat dipahami 




Kemudian oleh Fahri Hamzah menyebutkan adanya dua fungsi lain 
DPR diantaranya fungsi diplomasi dan fungsi representasi. Fungsi diplomasi 
ini untuk melaksanakan tugas diplomasi DPR, artinya DPR memiliki peran 
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Berkenaan dengan ketiga pendapat di atas, masing-masing 
menyebutkan bahwa selain dimilikinya tiga fungsi oleh DPR, juga terdapat 
tiga fungsi lain yaitu fungsi representasi serta fungsi diplomasi. Jimly 
Asshiddiqie menempatkan fungsi anggaran masuk ke dalam fungsi legislasi 
dan fungsi pengawasan, karena fungsi anggaran sendiri pada pokoknya selalu 
dituangkan dalam bentuk undang-undang yang pelaksanaannya juga harus 
diawasi oleh lembaga parlemen.
4
 Sedangkan fungsi representasi DPR 
tersebut mengacu pada pemikiran Pitkin bahwa representasi politik diartikan 
dalam arti yang substantif yaitu, bertindak untuk yang diwakili dan dengan 
cara yang responsif terhadap mereka.
5
   
Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 69 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tersebut bahwa, “fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 
pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk 
mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  
Sehingga DPR selain memiliki fungsi legislasi dalam membuat 
undang-undang, juga turut memperhatikan fungsi representasi dan fungsi 
diplomatik merupakan tambahan untuk menunjang pelaksanaan bagi ketiga 
fungsi utama (fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan). 
Fungsi representasi dilakukan untuk menghimpun aspirasi rakyat dan fungsi 
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diplomasi untuk berperan dalam diplomasi politik luar negeri pemerintah. 
Yang pada dasarnya fungsi-fungsi tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni 
dilaksanakan untuk mewakili rakyat atau pelaksana kedaulatan rakyat. 
Mencermati keberadaan fungsi DPR dalam praamandemen dan 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, adanya perubahan yang mampu mengubah kewenangan beberapa 
lembaga yang terkait. Perubahan ini dilakukan untuk mempertegas 
kewenangan DPR dalam menjalankan ketiga fungsinya. Dengan ini, peneliti 
akan menjabarkan fungsi DPR satu-persatu dimulai dengan fungsi legislasi. 
Mengenai fungsi legislatif sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
praamandemen bahwa, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-
undang dengan persetujuan DPR”. Dimana DPR hanyalah sekedar 
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diajukan oleh 
Presiden atau dapat dikatakan bahwa kekuasaan legislatif DPR lemah.  
Lemahnya posisi DPR dalam fungsi legislasi ini mengandung berbagai 
permasalahan, diantaranya kekuasaan Presiden menjadi kuat dalam 
menentukan isi suatu undang-undang, kurangnya penggunaan hak inisiatif 
DPR dalam pengajuan rancangan undang-undang dan menunjukkan seolah-
olah DPR setiap rancangan undang-undang harus mendapatkan persetujuan 
DPR.
6
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 Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru (Jogjakarta: UII Press, 2004), 14 


































Hal ini mengakibatkan Presiden dalam membuat maupun 
melaksanakan undang-undang menjadi begitu kuat (executive heavy), karena 
tidak adanya lembaga yang dapat membatalkan undang-undang itu sendiri. 
Mengingat lembaga yudikatif pada masa itu hanyalah Mahkamah Agung saja 
sebagaimana dalam Pasal 24 praamandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Maka judicial review ataupun 
constitutional review sebagai pengujian undang-undang yang seperti 
sekarang ini tidak ada. Sehingga pengujian undang-undang yang dibentuk 
oleh Presiden tersebut hanya dapat melalui legislative review dilakukan oleh 
lembaga legislatif sendiri. Padahal lembaga legislatif masa itu lebih 
didominasi oleh lembaga eksekutif.     
Mahfud MD menyatakan bahwa perlunya judicial review dikarenakan 
bahwa undang-undang merupakan suatu produk politik yang bercampur 
dengan kepentingan politik, sehingga memungkinkan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari 
itu diperlukannya MK sebagai penguji undang-undang.
7
 
Selanjutnya pascaamandemen telah memberikan beberapa perubahan 
dalam kewenangan DPR, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 pascaamandemen menyebutkan bahwa, 
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang” dan ayat (1) bahwa, “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh 
DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Adanya 
                                                 
7
 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem 
Presidensial Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10. 


































pergeseran kewenangan yang semula dimiliki Presiden, kini menjadi milik 
DPR.  
Kehadiran Mahkamah Kostitusi tidak lepas dari proses legislasi 
sebagaimana dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pascaamandemen dalam hal ini menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar. Adanya lembaga penguji undang-
undang inilah salah satu wujud diberlakukannya mekanisme checks and 
balances. Maka DPR sebagai positive legislator (pembuat undang-undang) 
dalam membuat undang-undang tidak bisa secara sewenang-wenang 
membuat undang-undang yang tidak sesuai. Sehingga Mahkamah Konstitusi 
dapat membatalkan suatu undang-undang tersebut, karena Mahkamah 
Konstitusi adalah negative legislator (pembatal undang-undang). Hanya saja 
MK memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa undang-undang yang 
diuji dari segi isinya bertentangan maupun tidak berkekuatan hukum, namun 
untuk rumusan pengaturannya tetap pada DPR.   
Apabila membandingkan penguatan fungsi legislasi DPR pada 
praamandemen dan pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR lebih bersifat aktif dalam 
pembuatan undang-undang dengan dilakukannya penegasan fungsi legislasi 
lembaga parlemen. Pergeseran kewenangan dalam pembentukan undang-
undang merupakan langkah konstitusional untuk menempatkan DPR sebagai 
lembaga legislatif. 


































Kemudian selanjutnya berkaitan dengan fungsi kedua DPR, yakni 
fungsi anggaran. Di dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 praamandemen menyebutkan bahwa 
pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan hanya oleh Presiden sebagai pemberi 
usulan rancangan APBN dan DPR sebagai pemberi persetujuan.  
Selanjutnya , hadirnya lembaga parlemen baru yakni DPD menjadikan 
turut serta berwenang untuk menunjang fungsi anggaran DPR, sebagaimana 
dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa, “rancangan undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah”. 
Fungsi anggaran sebagaimana dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1945 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
bahwa Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan 
persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang 
diajukan oleh Presiden.  
Mencermati fungsi anggaran DPR praamandemen dan 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 bahwa diberikannya kewenangan anggaran kepada DPD sebagai 
perwakilan daerah turut menunjang pelaksanaan fungsi anggaran DPR. 
Beralih dari kedua fungsi diatas, fungsi ketiga DPR ialah fungsi 
pengawasan. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945 


































Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menyebutkan bahwa, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. 
Selanjutnya berkenaan dengan fungsi pengawasan DPR, telah 
disebutkan dalam Pasal 7B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 0911 pascaamandemen bahwa, “pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka 
pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ditambah lagi 
dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7C bahwa, “Presiden tidak dapat 
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.  
Kondisi executive heavy  saat praamandemen menyebabkan DPR 
dapat dibubarkan oleh Presiden dan DPR sendiri tidak dapat 
memberhentikan Presiden. Sehingga dalam rangka memperkuat posisi DPR 
dalam pascaamandemen bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR 
serta DPR diberi kekuasaan untuk melakukan impeachment kepada Presiden 
melalui hak-hak yang dimilikinya. 
Demikian pula hubungan fungsi pengawasan DPR dengan BPK dalam 
hal mengawasi atas pelaksanaan keuangan negara maupun APBN 
sebagaimana dalam Pasal 23E bahwa hasil pemerikasaan keuangan negara 
ditindaklanjuti lembaga perwakilan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). 


































Bahwa dalam Pasal 112D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan 
DPR turut membentuk suatu badan yang bernama Badan Akuntabilitas 
Keuangan Negara (BAKN) yang berwenang menelaah mengenai temuan 
hasil pemeriksaan BPK. 
Mencermati fungsi pengawasan DPR praamandemen dan 
pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 bahwa DPR sebagai wakil rakyat dapat mengawasi Presiden sebagai 
pelaksana undang-undang (lembaga eksekutif) dikarenakan Presiden 
bertanggung-jawab kepada rakyat (karena dipilih oleh rakyat melalui 
pemilihan umum), sehingga melalui DPR, aspirasi maupun pendapat rakyat 
dapat terealisasikan, begitupula keberadaan DPR yang juga mendapat 
pengawasan dari rakyat.   
Sehubungan dengan ini, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa DPR 
harus diawasi oleh rakyat sendiri, parlemen bertindak sebagai pengawas 
terhadap pemerintah, tetapi pengawas tersebut juga harus diawasi oleh 
rakyat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada parlemen.
8
 
Selanjutnya DPR dapat mengawasi keuangan negara maupun APBN 
dengan dibentuknya BAKN sebagai alat kelengkapan DPR, yang sebelumnya 
masih belum dibentuk.  
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 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 
2007), 170. 


































Dengan demikian memperhatikan ketiga fungsi DPR tersebut, yakni 
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan bahwa pergeseran 
kewenangan ataupun perubahan kewenangan DPR dalam pascaamandemen   
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan 
untuk mempertegas fungsi DPR sebagai lembaga parlemen, mewujudkan 
mekanisme checks and balances yang efektif serta menghindari intervensi 
ataupun dominasi lembaga negara lain. Namun, berbicara tentang sudah 
efektif maupun tidak efektifnya pelaksanaan ketiga fungsi DPR tersebut 
merupakan suatu faktor lain yang mempengaruhi kinerja peran DPR dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu, juga adanya faktor dari 
lembaga negara lain yang memiliki hubungan dengan DPR juga turut 
mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu hasil yang dilakukan DPR 
bersama lembaga negara tersebut. Mengingat ini adalah proses mekanisme 
checks and balances yang sudah disepakati dan dirumuskan dalam undang-
undang yang mengaturnya. 
 
B. Analisis Fiqh Siya>sah Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mekanisme 
Checks and Balances Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
Fiqh siya>sah merupakan suatu ilmu ketatanegaraan Islam yang 
mempelajari mengenai pengaturan tentang segala bentuk hukum, peraturan 
maupun kebijakan, hubungan umat dengan negara yang sesuai dengan al-
Qur’an dan sunnah, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umat.  


































Karena membahas mengenai lembaga legislatif maka digunakanlah 
fiqh siya>sah dustu>ri>yah yang mengatur tentang kelembagaan negara. 
Ketatanegaraan Islam telah mengatur tentang kekuasaan negara pula yang 
menyebutkan adanya pemisahan cabang kekuasaan dibagi menjadi tiga 
diantaranya al-sult}ah al-tashr>i’i>yah sebagai kekuasaan membentuk undang-
undang, al-sult}ah al-tanfi>d}hi>yah sebagai kekuasaan pelaksana undang-
undang dan al-sult}ah al-qad}a>’i>yah sebagai kekuasaan kehakiman. 
Sebagaimana dengan kekuasaan lembaga negara di Indonesia yang turut 
menganut trias politika yakni, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislasi dan 
kekuasaan yudikatif. Sehingga harus ada pemisahan bagian atau kekuasaan 
antar lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan yang berbeda, 
namun saling mengimbangi maupun saling mengawasi.   
Lembaga legisatif atau parlemen (perwakilan rakyat) didalam fiqh 
siya>sah dikenal dengan sebutan ahl al-h}all wa al-‘aqd atau majelis al-shu>ra. 
Abdul Wahab Khallaf membagai kekuasaan negara dalam tiga lembaga, 
yakni lembaga legislatif (al-sult}ah al-tashri>’i >yah), lembaga eksekutif (al-
sult}ah al-tanfi>d}hi>yah) dan lembaga yudikatif (al-sult}ah al-qad}a>’i>yah).9 Ahl 
al-h}all wa al-‘aqd  merupakan lembaga pembentuk undang-undang 
sebagaimana kekuasaan al-sult}ah al-tashri>’i >yah. Muhammad Abduh 
mengidentikkan ahl al-h}all wa al-‘aqd dengan ul al-amr  ketika membahas 
dalam al-Qur’an yang menyatakan:10 
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 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam..., 29. 
10
 Suyuthi J. Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran..., 71. 


































  مُك نِم ُِ  مَ  لْا لُِوأَو َلوُسَُّلا اوُْ يَِطأَو َهَّللا اوُْ يِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا ا ََ ّـَُيأ َاي  ۚ  ُهوُّدُُ َـف ٍء  يَش فِ  مُت عَزاَنَـت  نَِإف
 وُنِم  ؤُـت  مُت نُك  نِإ ِلوُسَُّلاَو ِهَّللا َلِإ ُِ ِخ  لْا ِم وَـي لاَو ِهَّللِاِ َن  ۚ  ًليِو ْ َت ُنَس  حَأَو ٌُ  ـيَخ َكِل ََٰذ  
“Hai orang-orang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”. (Q.S. an-Nisaa’: 019). 
 
Oleh karena ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai al-sult}ah al-tashri>’i >yah, 
maka berkedudukan setara dengan kedua al-sult}ah tersebut. Adanya perintah 
untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengadakan musyawarah yang 
beranggotakan terdiri dari para ulama ataupun cendekiawan yang ditunjuk 
oleh penguasa ataupun rakyat sendiri baik melalui pemilihan langsung oleh 
penguasa negara atau pemilihan rakyat melalui hasil suara terbanyak.  
Ditinjau dari namanya, para pemilih inilah yang melaksanakan kontrak 
(‘aqd) dengan khalifah (ahl al-ima>mah) melalui mekanisme bai’at (bay’ah). 
Dengan demikian, menempatkan lembaga permusyawaratan sebagai forum 
perwakilan dengan fungsi bai’at, konsultatif dan legislasi. Kewenangan lain 
ahl al-h}all wa al-‘aqd diantaranya adalah memilih khalifah, memberi 
pertimbangan kepada khalifah, memiliki hak mengoreksi dan mengawasi.
11
  
Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi dalam 
bukunya al-Ahkam al-Sult}ani>yah bahwa ahl al-h}all wa al-‘aqd mempunyai 
kekuasaan untuk memilih kepala negara, sehingga disebutnya sebagai dewan 
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 Akmal Firdaus, Kewenangan Ahlu Halli wal Aqdi dalam Perspektif al-Mawardi dan Ibnu 
Taimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam UU No. 17 tahun 2014 Tentang MD3 
(Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 59. 


































formatur (ahl al-ikhtiya>r). Menurut Imam al-Mawardi, tugas dan 
kewenangan ahl al-h}all wa al-‘aqd terbatas pada dua hal, yakni mengajak 
pada kebaikan termasuk menetapkan peraturan perundang-undangan maupun 
hukum kepada rakyat melalui proses musyawarah dan menindak para 
penguasa zhalim, yakni penguasa yang melakukan tindakan penyimpangan 
serta memecat khalifah jika dianggap menyalahi kepentingan umat.
12
 
Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab al-siya>sah 
al-syar’i>yah bahwa ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai lembaga yang bernama ahl 
al-shaukah sebagai dewan pengawas jalannya kebijakan khalifah, tidak 




Perbedaan kewenangan ahl al-h}all wa al-‘aqd dari dua pendapat 
tersebut dalam hal pemilihan khalifah maupun hanya pengawas kebijakan 
khalifah ini. Sehingga menimbulkan dualisme perbedaan, namun pada 
hakikatnya hukum Islam mengatur untuk kemaslahatan umat, dimana 
kemaslahatan umat bagi negara lebih diutamakan. 
 Apabila melihat konteks lembaga perwakilan di Indonesia, khususnya 
DPR, bahwa ditemukan adanya beberapa persamaan maupun perbedaan 
dengan lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd. Kedua jenis lembaga perwakilan ini 
memiliki kewenangan yang sama dalam bidang legislasi masing-masing. 
Selanjutnya keduanya juga memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan, 
yakni mengawasi kebijakan yang dikeluarkan khalifah (Presiden). 
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 Ibid., 5. 
13
 Ibid. 


































Selain persamanan kedua kewenangan tersebut, adanya perbedaan 
kedudukan antara ahl al-h}all wa al-‘aqd dengan lembaga parlemen di 
Indonesia menyebabkan tidak dapat disamakan satu sama lain. Mengingat 
kedudukan lembaga parlemen yang setara dengan lembaga negara lainnya, 
hal ini bergantung kepada sistem kekuasaan Indonesia dalam trias politica. 
Kemudian karena di Indonesia sendiri memiliki tiga lembaga parlemen 
yakni MPR, DPR dan DPD. Maka, dalam hal ini DPR tidak serta merta 
disamakan dengan ahl al-h}all wa al-‘aqd dikarenakan tugas dan 
kewenangannya tidak benar-benar sama, hanya beberapa saja yang sama, 
seperti kewenangan untuk membuat undang-undang maupun memiliki fungsi 
pengawasan. 
DPR maupun lembaga parlemen Indonesia lainnya tidak memiliki 
kewenangan untuk memilih khalifah (Presiden dan Wakil Presiden), hanya 
MPR lah yang melantik khalifah (Presiden dan Wakil Presiden). Sedangkan 
khalifah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Memang 
dalam praamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 bahwa hanya MPR sebagai lembaga tetinggi memiliki 
kewenangan untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil 
Presiden. 
Sehingga fungsi (tugas dan kewenangan) ahl al-h}all wa al-‘aqd pada 
umumnya ialah sebagai lembaga parlemen yang berwenang membuat 
undang-undang sebagaimana lembaga parlemen di Indonesia. Akan tetapi, 


































memiliki fungsi tersendiri yang berbeda dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. 
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan lembaga DPR ini, 
merujuk pada prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munka>r 
sebagaimana dalam mekanisme checks and balances. Dimana prinsip al-amr 
bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munka>r  ini menitikberatkan kepada mengajak 
kepada kebaikan dan meninggalkan kepada keburukan. Maka dari itu, benar 
bahwa setiap lembaga negara harus memiliki hubungan dengan lembaga lain 
untuk saling mengimbangi dan saling mengawasi supaya dapat mewujudkan 
cita-cita bangsa berjalan dengan baik, sebagaimana disebutkan dalam al-
Qur’an bahwa: 
 ُِ َك ن َُ  لا ِنَع َن و ََ  ـنَـيَو ِفوُُ  ْ ََ  لِاِ َنوُُُم ْ َيَو ِ ْ  َْ ا َلِإ َنوُع  َدي ٌةَُّمأ  مُك نِم  نُكَت لَو  ۚ  ُمُه َكِئ
ََٰلُوأَو
 َنوُحِل  فَُ  لا 
“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah yang 
munkar. Dan mereka itulah orang yang beruntung”. (Q.S ali-Imran: 
104). 
Dengan demikian, adanya lembaga yang dikenal dengan pembagian 
kekuasaan al-sult}ah al-tashri>’i>yah sebagai kekuasaan legislatif dan 
dibentuknya ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai lembaga legislasi atau parlemen 
dengan mekanisme checks and balances yang disesuaikan dengan al-amr bi 
al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munka>r. Selain itu adanya prinsip musyawarah 
juga mengemukakan bahwa setiap lembaga negara yang turut serta dalam 
proses pembuatan produk hukum atau pengaturan haruslah melalui 


































musyawarah untuk merumuskan melalui keputusan bersama, sehingga 
















































Berdasarkan penjelasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat pascaamandemen Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari fungsi 
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi 
diperkuat dengan adanya penegasan kewenangan DPR sebagai 
pembentuk undang-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-
undang tersebut, fungsi anggaran DPR lebih kuat dibanding DPD. 
Adapun fungsi pengawasan dipertegas dengan adanya hak angket, hak 
interpelasi dan hak menyatakan pendapat.   
2. Fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances merujuk pada 
prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munka>r, dimana adanya 
saling mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada keburukan untuk 
kemaslahatan umat. Serupa dengan lembaga parlemen dalam al-sult}ah 
al-tashri>’i>yah (kekuasaan legislasi), fungsi DPR serupa dengan beberapa 
fungsi lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai lembaga pembuat undang-
undang serta mengawasi kebijakan penguasa dan melakukan 
musyawarah. 
 



































Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa apa yang diharapkan negara 
dalam memberikan kewenangan suatu lembaga negara sesuai dengan 
mekanisme checks and balances, terutama pada fungsi DPR dalam 
menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun yang patut diperhatikan 
ialah pelaksanaan dari fungsi DPR sendiri yang masih belum optimal 
dikarenakan banyaknya faktor, seperti  kualitas sumber daya manusia serta 
kedudukan lembaga negara yang turut terlibat dalam pelaksanaan fungsi 
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